
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1947 

TENTANG 

MEMPERCEPAT PERADILAN PADA PENGADILAN TENTARA. 
 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang : bahwa pada masa sekarang untuk sementara waktu perlu sekali diadakan 

kesempatan untuk mempercepat peradilan pada Pengadilan Tentara. 

Mengingat : Undang-undang No. 7 dan No. 8 tahun 1946, Peraturan Pemerintah No. 5 
tahun 1946 dan No. 4 tahun 1947 pasal 5 ayat 1 dan pasal 24 dari 
Undang-undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 
dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945, No. X; 

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat; 

Memutuskan: 

Menetapkan peraturan sebagai berikut: 

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN ACARA PENGADILAN TENTARA. 
 

Pasal 1. 

Guna acara pidana dari Pengadilan Tentara dapat dipakai peraturan "Summier" yang termuat 
dalam titel XI Herziene Inlandsch Reglement untuk segala perkara di seluruh Indonesia. 

Pasal 2. 

Apabila pasal 1 dijalankan, Pengadilan Tentara bersidang dengan seorang Hakim yaitu 
Ketuanya, seorang Jaksa Tentara (Agung), seorang Panitera dan sebagai penasehat seorang 
opsir tentara yang ditunjuk oleh Hakim itu. 

Pasal 3. 

Jika perlu, Hakim dapat menentukan tempat sidang di luar tempat kedudukannya atau di luar 
daerah hukumnya. 

Pasal 4. 

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. 

 
       Ditetapkan di Yogyakarta 
        pada tanggal 28 Nopember 1947. 
        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
        
       SOEKARNO. 
 
       Perdana Menteri, 
 
       AMIR SJARIFOEDDIN. 
 
       Menteri Kehakiman, 
 
       SOESANTO TIRTOPRODJO. 
 
Diumumkan pada tanggal 28 Nopember 1947. 
Sekretaris Negara, 
 


